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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar 22, pasar 31,Pasal 50 ayat (3),^pasal 53 ayat (3), pasal SS ayat tO), pasaf SSayat (4), pasal 
,84_ayat (Z),_ pasal 85 "y"f 1S1,,b"".r SO,pasal e3, f-as$ ss_ ayat (o), pasal to4-, p""j,i lls, a..,Pasal 150 Undang_Undang. Nomo. 1 Tahun 20ll tentangPerumahan dan Kawasan permukiman, p.rt" *".ret"ptanperaturan pemerintah tentang penyelengglr""" p.."*"t mdan Kawasan permukjman;

Mengingat

Menetapkan :

: 1. Pasal 5 .ayat (2) Undang_Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194S;

2. Undang--Undang Nomor I Tahun 2OlL tentang
Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran weg".ERepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambaian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lgg);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH
PERUMAHAN DAN KAWASAN

TENTANG PENYELENGGARAAN
PERMUKIMAN.

BAB I
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
l. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman

adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya
pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistern
pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi
dan terpadu.

2. Perumahan dan Kawasan permukiman adalah satu
kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,
penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan
P,ermukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan
dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakit.

3. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa fawasan
Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan
tempa! kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

4. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan
Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan
Permukiman.

5. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian
yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang
mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungSi lain di Kawasan
Perkotaan atau Kawasan perdesaan.

6. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari
Pcrmukiman, baik.perkotaan maupun perd.sa"rr, yang
dilengkapi dengan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umuri
sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.

7. Rumah adalah_ bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.

8. Hunian . . .
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Hunian Berimbang adalah perumahan dan Kawasan
Permukiman yang dibangun secara berimbang dengan
komposisi tertentu dalam Rumah tunggal dan Rumah
deret antara Rumah sederhana, Rumah menengah dan
Rumah mewah, atau dalam Rumah susun antara Rumah
susun umum dan Rumah susun komersial, atau dalam
Rumah tapak dan Rumah susun umum.
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan
Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,
dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk
pelayanan Lingkungan Hunian.
Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya
disingkat RKP adalah dokumen rencana sebagai pedom"r,
dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di
perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan
pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka
pendek, jangka menengah, danjangka panjang.
Rencana Pembangunan dan pbngembangan perumahan
yang selanjutnya disingkat Rp3 adalah dokumen rencana
sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan
penyediaan Perumahan beserta prasarana, Sarana, danUtilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari
perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada
RKP.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW
provinsi, dan yang beribi tujuan, keb{jakan, strategi
penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana
struktur .ruang wilayah kabupaten/ kota, rencana pola
ruang 

. 
wilayah kabupaten/ kota, penetapan kawasan

strategis 
_ 
kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendaliai
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Rencana .
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Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang
selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara
terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota
yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi
kabupaten/kota.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Per:mukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan
serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba
adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk
pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai
dengan rencana tata ruang.

Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba
adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk
pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling
yang jelas dan merupakan bagian dari Kawasan Siaf
Bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha
penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan
Perumahan dan Permukiman gu.ra meningkatkan
kualitas linglungan dan pemeliharain sumber daya alam
dengan partisipasi aktif masyarakat.
Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan-fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotain,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemlrintahan,
pelayanan sosial, dankegiatan ekonomi.

23. Kawasan
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Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengeiolaan sumber
daya alam dengan susunan furgsi kiwasan sebagaitempat Permukiman perdesaan, pelayanan jasa
Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiata-n ekonomi.
Perencanaan Perumahan dan Kawasan permukiman
adalah suatu .proses perencanaan Lingkungan Hunianperkoraan, 

, 
Lingkungan Hunian perdesaan, tempat

pendukung kegiatan, permukiman, perumahan, Rumih,.dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk
menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman.
Pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman
adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan
Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana kawasan
Permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan permukiman
lddt! suatu proses untuk memanfaatkan perumahan
dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yang
ditetapkan, termasuk kegiatan pemelihiraan, perawatan,
dan pemeriksaan secara berkala.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pengendalian perumahan dan
adalah suatu proses untuk
Penyelenggaraan perumahan danyEing dilaksanakan pada
pembangunan, dan pemanfaatan.

Kawasan Permukiman
mewujudkan tertib

Kawasan Permukiman
tahap perencanaan,

S-etiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan
Hukum.

Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannyadi bidang perumahan dan xaiasan ?.-.riukim"n,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli,
Iurg . berkepentingan dengan penlelenggaraan
Perumahan dan Kawasan permukliman

Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan olehwarga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kalwasan "permukiman.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnyadisingkat MBR adalah ..masyarakat y.rf *.*prrry"iketerbatasan daya beli . sihingg" i"ri" mendapatdukungan Pemerintah untuk memli."t.t n.r-"t.

31.

32. Pemerintah .
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32. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah
adalah Presiden Republik tndon-esia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara nepuUtit< Indon"esii
sebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang Dasar
Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945.

33. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat dlaerah seUagl;i unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang perurnahan* dan Kawasan
Permukiman.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman
bertujuan untuk:
a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan permukiman;
b. memberikan kepastian- hukum bagi seluruh pemangku

kepentingan dalam melaksanakan -tugas dan weweningserta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraai
Perumahan dan Kawasan permukiman; dan

c. mewujudkan keadilarr bagi seluruh pemangku
kepentingan terutama bagi MBiR dalam penyelirrgg*i*
Perumahan dan Kawasan permukiman.

Bagian Ketiga
Lingkup
Pasal 3

Lingkup Peraturan pemerintah ini meliputi:
a. penyelenggaraanperumahan;
b. penyelenggaraankawasan permukiman;
c. keterpaduan prasarana, Sarana, Utilitas UmumPenrmahan dan Kawasan permukiman;
d. pemeliharaan dan perbaikan;
e. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan

Kumuh dan permukiman fumuh;
f. Konsolidasi Tanah; dan
g. sanksiadministrasi.

Pasal 4
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Pasal 4

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman
merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan
secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip
penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai- dasai
penyelenggaraan Perumahan.
Prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan
perwujudan kegiatan pembangunan 

' 
peruntukan

Perumahan di kawasan permukiman sebag.i*.na yang
dituangkan di dalam rencana tata ruang yang
mengutamakan keterpaduan prasarana, Sarana, 

- 
dan

Utilitas umum kawasan sebagai pengendalian dan
pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman
dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strateginasional di bidang perumahan dan Kawasan
Permukiman.

kebijakan
dalam

Kawasan

(1)

(2) Kebijakan Perumahan dan kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
a. kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian

yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi, teratur, terencanal t"rp.ar, a"i
berkelanjutan; dan

b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
antar pemangku kepentingan
Penyelenggaraan perumahan din
Permukiman.

(3) strategi kemudahan masyarakat untuk memperoleh
hunian yang layak dan ti4angkau dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, ierpadu,
dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud p.dr. ayat (zi
huruf a meliputi:
a. penyediaan kebutuhan pemenuhan perumahan dan

Kawasan permukiman melalui perencanaan dan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang; dan

b. keterjangkauan
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b. keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan
teknologi.

Strategi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:
a. pelaksanaan keterpaduan kebijakan pembangunan

Perumahan dan Kawasan permukiman antar
pemangku lintas sektor, lintas wilayah, dan
masyarakat;

b. peningkatan kapasitas kelembagaan bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi
nasional bidang Perumahan dan Kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.

(3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan
menurut jenis dan bentuknya.

(4) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan aari
penghunian meliputi Rumah komersial, Rumah umum,
Rumah swadaya, Rumah khusus, dan Rumah negara.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Perumahan meliputi:
a. perencanaanPerumahan;
b. pembangunanPerumahan;
c. pemanfaatan Perumahan; dan
d. pengendalianPerumahan.

Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup Rumah atau Perumahan beserta prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum.

(5) Bentuk
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Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan
antarbangunan meliputi Rumah tunggal, Rumah deret,
dan Rumah susun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah negara
sebagaimana dimaksud pada 

"y"t 1+1 dan Rumah susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (S) diatur dengan
Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 7

(1) Dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi MBR,Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah- dapaimemberikan fasilitasi terhadap perencanaan,
pembangunan, dan pemanfaatan perumahan.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang dituiasi oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah naerah.

(3) Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksudpada ayat (21 dilaksanakan sesuai -d.ng.r, 
ketentuan

peraturan perundang_undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Perumahan

Paragraf 1

Umum

pasal 8

(1) Perencanaan perumahan menghasilkan dokumenrencana pembangunan dan pengembangan perumahan
yang mengacu pada dokumen RKp.

(2) Re-ncana pembangunan dan pengembangan perumahan
sebagaimana dimaksud pada 

"y"1 1ty diietapkan daramrencana pembangunan jangka panjang, rencanapembangunan jangka menengih, dan ,""rr""rr^ tahunansesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

(3) Dokumen
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(3) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan
Perumahan disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah
serta keterpaduan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan.

(4) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan
Perumahan sebagaimana dimaksud piaa- ayat (1)
ditetapkan oleh bupati/walikota, khusus DKI Jakarta
ditetapkan oleh gubernur.

(5) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayatll) ditinjau
kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam sltimai tahun.

Pasal 9

(1) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan
Perumahan mencakup:
a. kebijakan pembangunan dan pengembangan;
b. rencana kebutuhan penyediaan Rumah;
c. rencana keterpaduan prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum; dan
d. program pembangunan dan pemanfaatan.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan
dilakukan dalam bentuk rencana:
a. pembangunan dan pengembangan;
b. pembangunan baru; atau
c. pembangunan kembali.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penJrusunan
dokumen rencana pembangunan dan pengembangan
Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal g dan pasal 9
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 1

(1) Perencanaan Perumahan terdiri atas:
a. perencanaan dan perancangan Rumah; dan
b. perencanaan prasarana, sarana, dan Utilitas umum

Perumahan.

(2) Perencanaan



(2)
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Perencanaan Perumahan merupakan bagian dariperencanaan Permukiman yang terintegraJi dengan
sistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urium Kawasan
Perkotaan atau Kawasan perdesaan.

Perencanaan Perumahan mencakup Rumah sederhana,
Rumah menegah, dan/atau Rumah mewah.

paragraf 2

Perencanaan dan perancangan Rumah

(r)

pasal 12

Perencanaan dan perancangan
dimaksud dalam pasal l l ayat
untuk:
a. menciptakan Rumah yang layak huni;
b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah

oleh masyarakat dan pemerintah; dan
c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang

terstruktur.
(2) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk

menciptakan Rumah layak huni iebagaimana dimaksud
pada . ayat (l) huruf a dilakukan dalam rangka
mewujudkan Rumah yang sehat, aman, dan teratur.

(3) Perencanaan dan perancangan
mendukung upaya pemenuhan
sebagaimana dimaksud pada
dalam rangka memenuhi
masyarakat.

Rumah sebagaimana
(l) huruf a dilakukan

Rumah untuk
kebutuhan Rumah

ayat (1) huruf b dilakukan
kebutuhan Rumah bagi

(4) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk
meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang
terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1f 1 nuruf I
dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang
fungsional, dan sesuai dengan tata banguian b""gunai
yang serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pasal 13

(l) Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan olehsetiap orang yang memiliki keahlian di bidang
perencanaan dan perancangan Rumah.

(2) Setiap.
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Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib
memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi.

Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memenuhi klasifikasi dan kualilikasi perencanaan dan
perancangan Rumah.

Sertilikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang
perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-perundangan.

(1)

Pasal 14

Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus
memenuhi persyaratan:
a. teknis;
b. administratif;
c. tata ruang; dan
d. ekologis.

Persyaratan teknis dalam perencanaan dart perancangan
Rumah meliputi:
a. tata bangunan dan lingkungan; dan
b. keandalan bangunan.

Persyaratan administratif dalam perencanaan dan
perancangan Rumah meliputi:
a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan

dari pemegang hak atas tanah; dan
b. status kepemilikan bangunan.
Persyaratan tata ruang dan ekologis dalam perencanaan
dan perancangan Rumah sesuai dengan rencana detil
tata ruang dan Peraturan Zonasi.

Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif dalam
perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2t

(3)

(4)

(s)

Pasal 15


